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MASALAH SEKITAR PENERAPAN "ACT OF STATE DOCTRINE*
OLEH PEJABAT Nf,GARA

Oleh:
W.M. Herry Susilowati

Negara menleka memiliki kcdaulatan rak-vat "vang berakibat negara tersebut ttctoh dupot
dihodaplan pa<la pengad un negara loin sehaguimona teon ,mun as. Namut dalnnt
perkemhangannya teori imunitas absolut tern'dto tidak dtpertahankan lagt sectra ketat.
Iemudrun muntul teon imunitas sehtnder atau ,4ct of Sta,e I )o.Irine ' .y'ang terkeno!
dolam btdang Llukum ltexlata Internqsional. Negaro hanya akan meru.lapat tmuntns
kedaulalannta lika io bertndok dalam lapasitas sebdgat suatu negara (dal.tnt status
''ure impenr" dan dalam melokukan tindaknn sebagar "i,uhlrt' Act"1. I'erl,'ndungun
ttdak diherikan jika negara berada dolan statu\ "rure gestionir' dah nelakukan
nndakan sebagai pedaganF "(ommerciil A.t". L'talam perkemban&ann)'a "Au of Stote
lroclrine" telah mengalami pembatasan dengan odanya 'l.oreign Sovretgn lmmunit),
Acl" tahunl9i6, dimuna sangat dimungkinkan neg.rra mauryn peiabat .yang ,Sertindqk
mevakilt negara ddpat digugat dihadapan pengadilan negard asmg: karena lekebalan
hukan logt suatu "absolut immun,ty" melainkan harya "restrtctrre ftttmuntty'.

Pendahuluen
Dimilikinya kedaulatan rakyat oleh

negara merdeka, membawa konsekuensi
bahwa negara tidak dapat dihadapkan pada
p€ngadilan n€gara lain; karena negara
berdaulat kedudukannya sama dengan
negara berdaulat lainnya. Inilah teori
imunitas, sesuai dengan adzgitm "par
imparem non lubet lurtxliction" bahwa
negara yang berdaulat tidak dapat
menerapkan yurisdiksinya terhadap negara
berdaulat lainnya, tetapi hanya boleh
menerapkan yurisdiksinya atas batas-batas
atau pnbadi-pribadi yang kedudukannya
lebih rendah dari pada negara itu.

Perkembangan dari praktek negara-
negara (yurisprudensi pengadilan)
membuktikan bahwa teori imunitas absolut

ternyata sudah tidak dipertahankan lagi
secara ketat Disana.sini terladi
pengurangan terhadap nilai dari kedaulatan
suatu negara dalam hubuqrannya dengan
negara berdaulat lainnya. t{al ini
disebabkan sehubungan dengan
diterapkannya beberapa peraturan
penmdang-undangan suatu rregara nastonal
dalam praktek hubungan antar ncgara
terutama dalam masalah-tnasalah yang
menyangkut hukum perdatr. jika rimbul
sengketa antara pihak swastr asing dengan
negara berdaulat yang men-vebabkan pthak
swasta aslng terscbut menderita kerugian
yang diakibatkan oleh negara tersebut.
Apakah dalam hal ini neganr dapat digugat
di pengadilan dari ncgara asing tersebut?

htasoloh Se*itar Penerapon
"Act of Statc Docrrine" Oleh Pejqbot Negoro

281 W. M. llelrt Sutilovati



PIiR\PLK'UI lblune ,'l No.4 Tahu,t 200! [:di$ Oktober

kedaulatan.
Dalam yunsprudensi berbagai

negara, hal itu sudah dijelaskan; bahwa
perlindungan terhadap sesuatu negara
dalam bentuk imunitas kedaulatannva.
hanya dibenkan apabila n"guru
bersangkutan telah bertindak dalam
kapasitasnya sebagai suatu negara, sebagai
suatu kekuatan politis dan tidak sebagai
suatu pedagang. Dengan perkataan lain,
negara dalam status " rure imperit" dan
melakukan suatu "Puhlic Act ".
Perlindungan tidak diberikan oleh suatu
negara astng terhadap suatu kepentingan
negara nasional, apabila negara nasional
tersebut berada dalam status "ture
gistionts", yaitu negara sgbagai suatu
pedagang .yang melakukan suatu
"('ommerciil ld " (Sudargo Gautama,
1980: l4) .

Selanjutnya terhadap tindakan-
tindakan negara yang berdaulat yang diakui
oleh negara sang hakim, maka sebagai
negara yang merdeka tidak dapat diqii oleh
pihak hakim asing sepanjang negara
tersebut berstatus tetap sebagai "iure

' iriperii " . Inilah yang disebut teori imunitas
secara sekunder atau "Act of State
l)octrine" yang terkenal dalam bidang
hukum perdata lntemasional.

Di dalam "Act of State", negara
bisa bertindak ataupun berstatus ture
imperit ataupun iure gestionis, hanya untuk
"Act oJ State [)octrtne" disyaratkan negara
harus berstatus *bag;ai iure imperir. Oleh
karena itu, maka hakim pengadilan asing

Inilah masalah tentang teori imunitas harus bisa membuktikan tr:rlebih dahulu
adanya status iure gestionis, jika akan
mengadili. negara asing. Jadr "Act rf'State
Doctrine " tidak berlaku terhadao tindakan-
tindakan negara yanlj termasuk
"('ommerciil Act ".

Pada dasamya pemerintah sebagai
badan kelengkapan negara dalam negara
kesej ahteraan (welfare.frd&, tidak hanya
melaksanakan Undang-undang saja. tetapi
atas dasar ".fretes lirmessen" dapat
melakukan perbuatan-perbrratan lainnya
meskipun belum diatur secara tegas oleh
. Undang-undang. Oleh karenanya, negara
dalam tindakannya (pejabatnya) untuk
menerapkan "Act of State Doctrine",
dimungkinkan te{adinya penyalahgunaan
wewenang (de tournement de potnoir)
yang dilakukan oleh gjabat negara
ters€but. Di samping itu, i*hir-akh'ir ini
lebih banyak negara turur serta dalam
perdagangan, sehingga litatus negara
dalam hal ini adalah sebrrgai pedagang
(iure gestionis) yang melakukan
(\tmmercitl Act.

Dari hal tersebut di atas. yang
meqiadi masalah adalah:
Apakah tindakan pemerintah sebagai
badan kelengkapan negara berdaulat dalam
menerapkan "Act o/ State Doctrine" darflt
digugat dihadapan forum ne1gra asing? dan
apakah tindakannya tenebut dapat
dilindungi oleh imunitas negaia atau tidak?

Penulis hanya membahas "Act of
Stale l)octnne ' ' saja, karena membahas
"Act o/ State Doctrine" rermasuk juga
membahas imunitas kedaulalan {kedaulatan

Mosalah Schitar Penerapan
"Act of State Doctrinc" Oleh pejobat Negara

W.M. Ikrty Susilowati



primer), di samping itu masalah sekitar
"Act of State. Doclrtne" telah mengalami
banyak perkembangan yang perlu selalu
diketahui, sebab dipandang sebagai doktrin
tentang cara pengadilan menahan diri
untuk menggugat negara berdaulat,

Bttasnn "Aa of State Mrine"
Negara berdaulat tidak dapat

mengklaim lurisdiksi atas negara berdaulat
lainnya, termasuk juga terhadap tindakan-
tindakan negara berdaulat lainnya.. lnilah
teori "Act 0f State Doctrine" atau
"Secondury Immun y" yang terkenal
dalam Hukum Perdata Internasional (FIPI).
Menurut kaedah HPI, maka sahnya sesuatu
perbuatan lazimnya ditentukan oleh hukum
dari tempat dimana perbuatan itu
dilakukan. Perbuatan dari suatu pemerintah
yang berkuasa di dalam wilayah negaranya
sendiri, oleh karena itu harus dianggap
adalah hukum yang berlaku pada tanpat
itu, jadi hukum daripada negara yang
berangkutan. ( Sudargo Gautama, 1980:13),

Namun temyata kemudian dalam
perkembangannya, kaedah HPI yang
menjadi dasar daripada "Act ol State
Doctrine" ini telah mendapat perubahan-
perubahan tertentu, dengan perkataan lain,
bahwa sekalipun suatu perbuatan dianggap
sah di tempat dimana terjadi perbuatan itu
namun dapat dipandang oleh negara-negara
asing tertentu sebagai bertentangan dengan
hukum yang berlaku di negaranya. (Yudha
Bhakti. 1982:21).

Dengan demikian, maka persoalan
pokok adalah mengenai apakah tindakan

dari suatu negara yang berdaulat yang
didasarkan atas suatu perrturan hukum
nasional negara tersebut dapat diuji oleh
hakim dari negara lain.

Doktrin itu didasarkan atas "Trias
Politika" alau "Seperotton ol l'owers"
ydng dianut oleh Amerika Serikat. Pihak
yr:dikatif menganggep tidak berwenang
untuk turut campur dalam bidangnya pihak
eksekutif. Jadi apabila suatu p€menntah
sudah diakui oleh pihak eksekutif sebagai
pemerintah yang sah dan bcrdaulat, maka
pihak yudikatif tidak .akan mengujinya
lebih lanjut dan menerima hal demikian.
(Sudargo Gautama, 1980:l 1 ).

Dalam melakukan tindakannya,
negara dapat digolongkan dalam status iure
imperii dan dalam status iure gestionts.
Negara hanya dapat mengl.laim imunitas
apabila bertindak sebagai suatu negara dan
terhadap "Act oJ State Doctrtnc" adl
pengecualian yaitu bahwa tidak akan
di berl akukan ketentuan tersebut, apabila
negara tersebut ditinjau dar pe6uatann-ya
itu telah melakukan suatu tindakan usaha
komersiil belaka fture gestionis). (Sudargo
Gautama" 1980: 1 7). Denl;an demikian
kalau negara berstatus sebagai iure imperii
berlakulah "Act ql State Doctrine". Negara
dikatakan berstatus sebagai iure rmpertr.
apabila negara vang bersangkutan telah
bertindak dalam kapasitasnya sebagai suatu
negara (sebagar suatu kesatuan politis)
yang dihadapkan kepada Pengadilan Asing.

Apa kriteria negara tx)rstatus "iure
imperii"T

Masolah Sekttor Penetapc,,
"Act of Stote Dociine" Olch P.jabo, Negaro
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Dalam hal ini dapat diambil kasus
menarik sekitar pencabutan FIak
Pengusahaan Hutan (HPH) untuk
pengolahan eksploitasi hutan di
Kalimantan antara Industrtal Investment
l)evelopment ('orporatntn, Indonesru
Inclustriul Investment ('orpordtion Ltd.,
dan forest I'roduct ('orporution Ltd.,
adalah kelompok penggugat yang
berhadapan dengan Multnationa!
('orporation Mitsui & (:o. Ltd- dan Mitsut
rY ('o. (t/SA) lnc. sebagai tergugat
dihadapan Iintetl Distrrct ('ourt /br the
Southern Distrtct <tJ 7b_rcs, yang diminta
adalah penggantian kerugian berdasarkan
Anti-T'lust Law America, yaitlu Sherman
Act, karena adanya pelanggaran-
pelanggaran yaitu praktek-pruktek Ant,
('ompetttive, berkenaan dengan operasi
kehutanan penebangan kayu dan
sebagainya di Kalimantan.

Dalam peradilan tingkat pertama
tersebut tergugat dinyatakan hdak dapat
dituntut berdasarkan eksepsi "Act ol state
l)octrine", letapi kemudian pada tingkat
banding keputusan dai Dtstric (ourt
dibatalkan serta diperintahkan agar supaya
dilanjutkan perkara itu; karena kerugian
yang disebabkan oleh tindakan tergugat ini
berdasarkan perbuatan-perbuatan dari
pihak tergugat yang dalam suatu
komplotan tertentu, secara kedasama, tela!
mengadakan tindakan-tindakan penghalang
kompetisi yang bebas, sehingga karena
tindakan-tindakan inilah telah lahir
penolakan }IPH oleh pemerintah
Indonesia. Penggugat telah mengajukan 3

(tlga) masalah dasar untuk nrengemukakan
bahwa "Act o/ State L)octritre " tidak dapat
diperlukan, yaitu sebagai berikut;
l. Para penggugat telah mengalami

kerugian karena tindakarr-tindakan dari
para tergugat dan bukan oleh tindakan-
tindakan dari Pemerintah Indonesia:

2. Paru tergugat tidak dapat mengelakkan
tanggung jawab untul. penggantian
kerugian disebabkan oleh karena
perbuatan mereka sendili yang tercela,
perbuatan-perbuatan mana harus dilihat
secara sendiri dan terpisah walaupun
perbuatan-perbuatan dari p€merintah
RI menambah pada kerulyan yang telah
diderita oleh para penggugat;

3. Sehingga diberikarrnya Hak
Pengusahaan Hutan kepada Penggugat
(Joint l.'enture) oleh pihak pemerintah
RI dapat dianggap :f"kan suatu
tindakan "sebagai pemerintah". tetapi
lebih dapat dilihat seprti membuar
srDtu perjanjian tertentu dalam
melakukan l;oreslry Ag"ement dengan
Joint I/enrure, bersangktftan. ( Sudargo
Gautamq t980s l2- | 3).

Negara yang berdaulat harus
menghormati kemerdekaan dari negara
berdaulat lainnya dan pengadilan-
pengadilan dari suatu negara tidak dapat
menjadi hakim untuk mengadili perbuatan-
perbuatan dari pe merintah-pemerintah lain
yang telah dilakukan di dalam wilayah
negara ltu atau dengan yrcrkataan lain
negara hrdaulat dalam status iure tmDent
tidak dapat digugat dihadapan forum hakim
negara lain Yang menjaJi pertanyaan

Mosalah Sehitar Pereropqn
"Act of Stotc Docttine" OIeh pejtbot Negara
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selanjutnya adalah: "Apakah yang dapat
dilakukan oleh orang yang telah menjadi
korban perbuatan-p€rbuatan melanggar
hukum dari suatu n€gara berdaulat?". Jika
orang bersangkutan secara pribadi
menggugat negara brdaulat tersebut, jelas
tidak mungkin berhasil; tetapi orang
tersebut dapat mengajukan persoalannya
melalui pihak eksekutiftrya dengan
menggunakan saluran diplomatik atau
melalui Mahkamah I ntemasional atau juga
dapat melalui Internasional Oentre /br the
Settlement of lnvestment Disputes (l(lSIl))
dari World Bank.

Berdasarkan pada praktek-praktek
di Amerika Serikat dan Inggris temyata
bahwa untuk menentukan iure imperii dm
iure gestionis tidak mudah walaupun telah
diatur dalam Undang-undang tentang
imunitas kedaulatan bagi negara asing di
forum pengadilan, seringkali pihak
pengadilan menanyakan lebih lanjut
kepada pihak eksekutif

Perkembangan dalam yurisprudensi
Amerika Serikat dari dulu sampai sekarang
temyata memperlemah berlaktnya "Act o/
State Doctrine" ini dengan adanya
berbagai pembatasan dan penentuan
mengenai segala sesuatu tidak lagi
diserahkan semata-mata kepada pihak
eksekutif. melainkan telah dikatakan
bahwa s€karang pihak pengadilan
sendirilah yang harus menentukan.
(Sudargo Gautama, l 980:62).

Seperti yang telah disinggung di
atas bahwa salah satu kriteria dari
pembedaan antzlra iure imperii dan iure

gestionis adalah terletak pada kriteria
"('ommerctil Act", di samping itu kiteria
lainnya adalah terletak pada fungsi
organisasi negara dalanr melakukan
tindakannya. Dengan perkataan lain, bahwa
sekalipun tindakan tersebut dalam kiteria
umum termasuk tindakan perdata, namun
apabila tindakan tersebut dilakukan dalam
rangka menjalankan fungsi negara, maka
tindakan tersebut masih tetap dalam
kerangka iure imperit (\'udha Bhakti,
1982:84).

Di Amerika Serikat dengan adanya
" I;oreig.h Sovereign lmmunittes Act" tzhun
1976, telah terjadi pembatasan terhadap
imunitas kedaulatan yaitu ditenmanya teori
"Restrictive Immunrty" yang tidak
membenarkan diberikannya imunitas
kedaulatan terhadap negara yang
melakukan ('ommerciil Act, iure gest'r.rnrs.
Dengan demikian negara yang melakukan
perbuatan komersiil saja yang dapat
digugat dihadapan Pengadilan Amerika
Seikat. "Foreign Soverery,n lmmunit,es
Act" tersebut mengutamakan prinsip
teritorialitas yakni wilayah Amerika
Serikat sendiri, di samping itu jika
dilala*an di luar wilayah Amerika Serikat
namun dapat berakibat langsung di
Amerika Serikat dalam muatan komersiil,
maka tidak ada lagi imunitas kedaulatan.

Pemerintah RI sanrpai saat ini
belum membuat peraturan perundang-
undangan tentang imunitas kedaulatan
seperti yang dimilliki oleh Amerika
Serikat. Oleh karena itu, sudah saatnya
untuk segera disusun peraturan perundang-

Motalah Sekitar Penerapar
"Act of State Docnine" Oleh Pejabot Negata
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'undahgm y8ng mengdur s€cara rinci
tentang pdlsl$aman imimitssi kedaulatan
sesud'Idcngi{li Fin&rtgan hidup bangsa
hdonesia',&n jugar,im€qd$arkan pada
Hukum Intemasional 1rrng bersifat hukum
alam..

Ncgarr lleo Pejrbatryr Drlrm
Peferapcn *Act of St&WtE"

Negara ' dalatr, ,,nrelaksanakan
tindakamya (dalam sffirs hre imryfii)
diwekili olch badan-badan, kelengkapen
negara, n€gara yang melakukan tindakan
tcrsebut nerupalon,. bagian inbgral dari
@k!.naan fungsi-fungsi negrra
tr:daulat. . Dalam .tulisrn ini badan
kelendnpan negara'ha4ye, dibatasi
pengertisnnya pada pejabot negrra
FmdFng,rr,:i.trffir $cgua (politieke
'enhtihiger) yang Masarkan Penjelasan
Prsal I I UU No.8 Tahrn 197,!,'pitu:

l- Presiden
2-, Aflgota " Badan

, knnugowaratan/Perwakilan
Rakyat

3. Anggota 'Brdan ,'Pbmeriksa
Kernryan

4: Ketua, ' g1ekil.,' Ketu& Ketua
, ,Muda dm Hakinn Agrmg

5. Aryots Dewan Pcrtimbangan
Agung

6. Mcnkri
7. Kepala Pcrwakilan Rl di luar

ncgeri yang berkedudukan
sebagai duta bear luar biasa dan
berkuasa penuh

8. Gubcmur Kepala Daerah

Dtiir|h,"
10. Pcjrtbut .lein " yeng

dcngan peraturan
urdrngd|.

Adminigsrst Negp!, adslah
gabungan Jrbah yang ber6& di,bawah
pifiUfuian ptrherinUh yang mclahrkan
!€bqfor pckcrjtdn,pcrnerintah yekni tirgas
mcnplenggarak[ kescjahrcraan umum
(Ilestueorg), termasuft dalril'pcageftial
ini adalah jugt pojabaurya

D|hil' rnet*sanaloti aktivitrsny..
adminisfui rtcgstr menrerlukar teb€bcssr
yoitu kcbebasai untuk dapt ti€rtinilak atls
inisiatif ' sCndiri, t€rtrtama dalrm
nrtryelesaikar sodl.soal gpnting yafig
tin$ul sekonyong-koryong, dirn yarg
p€fihrepdtelCrfianqa belum ada;tdtg
bclum diburt ol.h.bfd$-b0dankcnegUaen
yang diseidti,.' tugrs letlslotif, terlcnal
dengan nama fritr firmessen (dlaltn
Bahasa Jerman) atau Powoir
Ditf'etioirni?e (Disl'.at'|.) ( D6kim Bahasa
Perarcis). '

Tindaka a&ninistrasi ncgara
ters€but'dapct dibedlkrn dalam 2 (du)
golAgan;,pitr:
a. Oolongm pcrbue.r' hukum (yuiidis),

1ang dibagi,,lEgi &lam peitu.ran
hukwl pivat dan pe'ibuaUn hukum

. tr$lit.'
b. Goldtrgbn peftuaue yang tultan

pcrbuiUn hukum (mn pridis).

Mt!.bL {*L.t Per.}.pan
4Act of St.tc Docrrinc" Orch Pcjobta N.Eara

Y..ll. E. ?rf Sl t lrort, i
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'Del8rtr lapangan hukum administrasi
nstrra' h|kum prlv.ar ddat termasuk di
daiamnya, sehingga yang, dinrtikan dalam
makalolr: ini hanyakh 'podx|8trn h|lkwn
publik. ,. r, :

Perbuaran hukts Publik dibedakan
dalam 2 (dua) segi, Yaitu:
,1. , 'perburton hutun beFcgi dua :
2. p€rbutehukumbarqi*tu'' :

Untuk p€rtustan:,ftrkum P$lik
bersogi. dra ada yang.bctpendap* tidalt
ada karona tidak,ada pqirojian yangdiatur
oleh tudcFm gtrblik; narnun mcnunlt Vnn
dcr Po! Van PraS& frencnferg Vegting
W.i.rdd &n Dorxror; odl pahntan hukum
prSlit'vrtry bcrsegi dn ryakni pctirnjiln
menuns r. h|kurn. Publth . misalnYa
Perjanjian Kerja Jangka Pendek yag
dirdakan , ohh scorug pekerja srrtra
dengan Pcrnerintah untuk wrhr 3 (tEa)
tahun. Adapun Pcrbuau hu*un Pdlik
bcnegi iatu ymg.dilrtr*En oloh alst'old
pemcrtntaltan badasdon surtu w€w€natrg
istimewa dimmakan , besohiHng
(ketetapan).
. ,.. .DNhp melaksaaakan tcbfun
bertindalnya pejabat adminisfator negarr'
bin rrjadi melanggar huhrn: Mahkamah
Agung melalui Surt Edarrr lvfahkamab
Agurg tanggal 25 Pcbrugi 197-Z
No:MAiPqnb.?0159117 d^rt. .mcngulangi
lad .rumrron akhir , lokakarYa
"Pembangunan Hukurn Mclalui Fcradilan"'
tanegnl 30 Mei - I Juni 1977 di Lcmbang'
npnnnuskan Isiteria^ reclnutigheid
(kcabsahan) tindakan pcnguasa dalah:

fothal ytng bctlskr4'
' '2: kepatutan ddanr masYarakat

I png hans dipotuhi oleh
pcilguasa;

3. perbr.ratan kebijaksanaan
Pcnguasa tidak termasuk
.kdilPdtlci PenPdilan untuk
mcnibinYa, kecuali ada unsw

' "willeket" d,n "delotrcment
& panvoir'l- '(PhiliPus rM.

Iladjon. et.al,, l S13:306'30?).

ad. l). Kritcria pcrtama ,eclfiatigheid"
tindakan penguasa mcnr.dut

" Mahlunah Agrmg adalah Undang-
, undang dan pcranran formal Yang
't: bcrlaku

Krit€ris .itti tutgrndung' elemen
ytng ' s6lglt tcgslistilq
mcngirytkan kita Pada Pcndirisit
Hoge Raad di Belmda sebelum

. tahun l9l9 yang Ucrecgrng @
'\^rct" sebagd satu*atwYa ukuan
rechnmtig,heid,
"urechtttdig"

schingga
b€rarti

"omvetmatig" dan talau diurik
lcbih r*ail rra$k kc dalam konscP
rechtsteti yang rernpit, yaitu
"w&en$aat* (ncgara undang-
undang). Dan dengnn laiteriun ini
hakim hanyalatr 'borche de la
lois".

,l.tell *lta.r P2 r.?a|an
"Act of Stst. Docn,nc" Olch Peiobot Ncgtra

Y.lt. Hctty Shdloroli
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Ad.2). Kepatutan yang harus diperhatikan
oleh Penguasa;
Kriteria kedua adalah "kepatutan
yang harus diperhatikan oleh
penguasa".
Apakah makna dan isi "kepatutan"?
Dalam Surat Edaran Mahkamah
Agung tanggal 25 Pebrruai 1977
No. MAlPembl0l59l77
diinstruksikan kepada Ketua
Pengadilan Negeri dan Ketua
Pengadilan Tinggr di seluruh
lndonesia, "aglr dalam
mengadili perkara dimana
Pemerintah .digugat melakukan
pe$uatan melanggar hukum,
hendaknya mengadakan
keseimbangan antara perlindungan
terhadap perseomngan (individu)
dan terhadap kep€ntingan
persekutuan seperti penguasa ...".
Apakah ini yang dimaksudkan
dengan kepatuhan dalam
masyarakat yang harus diperhatikan
oleh penguasa. Berdasarkan
penjabaran tersebut terkandung
juga pengertian doelmatieg
(berdasarkan tujuannya)-

ad. 3). Perbuatan Kebijaksanaan Penguasa;
Mahkamah Agung menegaskan
bahwa perbuatan kebijaksanaan
p€nguasa tidak termasuk
kompetensi pengadilan untuk
menilainya. Dalam rumusan akhir
lokakarya tahvn 1977 ditambahkan:
"kecuali ada unsur "willekeur" dan
"detournement de powoir"

Kebij aksanaan, negara selama ia
bertindak sebagili iure imperii, *an
tetapi tidak ada kekebalan kalau ia
berstatus sebagai iure gestionis.
Berdasarkan pada analogi kriteria

rechmatigheid tersebut terhadap tindakan
pejabat negara yang dapat dan tidak dapat
diganggu gugat; dalam penerapn "Act of
State Doctrine" terdapat kesamaan bahwa
pejabat negan dalam melaksarnkan
doktrin tersebut juga dapat digugat secara
sendiri, karena terdapatnya unsur tindakan
komersiil yang tidak mendapatkan
kekebalan kedaulatan lagi.

Terhadap segala tindakan pejabat
negara tersebut berlaku asas praduga
reclnrwtig (vermoeden van rechmat ighe id
. praesumlio causa), yaVti bahwa setiap

tindakan penguasa selalu harus dianggap
rechmatig sampai ada pembatalannya
karena sesuai dengan hukumnya.

Demikian juga terhadap negara
dalam "Act of State Doctrine ", tetaplah
terdapat kekebalan padanya sampai
terbukti bahwa tindakannya tersebut adalah
bukan sebagai negara (kesatuan politik)
tetapi sebagai pedagang (Comrnerciil Act)
yang akan hilang imunitas kedaulatannya,
sehingga dapat digugat di forum
pengadilan asing yang dirugikan oleh
tindakan t€rsebut.

P€nutup
Berdasarkan uraian tersebut, maka

dapat disimpulkan sebagai berikut:
Bahwa pada awrlnya negara

berdaulat tidak dapat digugt dihadapan
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forum pengadilan asing, namun di lain
pihak "Act of State Doctrine" pada
dasamya yang merupakan eksepsi, negara
atau pejabat yang mewakilinya dapat
digugat oleh negara yang dirugikan oleh
tindakan negara ters€but di forum
pengadilan asing, selama dapat dibuktikan
bahwa tindakan negara tergugat tersebut
adalah tindakan berdagang. Dalam praktek
pengadilan di Amerika Serikat dan Inggris,
doktrin ini dipandang sebagai doktrin
tentang cara pengadilan menahan diri.

Dalam perkembanganrrya "Act of
State Doctrine" telah mengalami
p€mbatasan-pembaasan, yatri dengan
danya "Foreigr Sovereign Immunity Act"
tahun 1976 yang kernudian kekebalan
kedaulatan bukan lagi suatu "absolut
immunity" melainkari harrya "restrictive
immunity", yakni bahwa "Act of State
Doctrine" hanya diberikan jika negara
bertindak sebagai kesatuan politik dan
pejabat negara yang melaksanakannya
hanva bertindak dalsm kriteria
recitmatigheid. "Acr of State Doctihe"
hanya diberlakukan manakala negera
bertindak sebagai kesatuan politik ,rrlie
imperii, demiV,tan juga terhadap pejabat
negara yang bertindak mewakili negara
untuk melaksanakan tindakan ini dapat
dituntut di forum pengadilan negara asing.

Selanjutnya dengan semakin
banyaknya tindakan negan dan
keterlibatan negara Rl dalam beberapa
perkara di luar negeri yang berhubungan
denpn "Act of State Doctrine", maka
penting bagi kita untuk selalu

Ll tt tlah Scrito r Pc n crupo n
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memperhatikan perkembangpn penerapan
doktrin ini; dan dipandang sangat penting
umuk bisa segira disusun U ndang-undang
yang men'gatur tentang imunitas
kedaulatan.

DAFTARPUSTAKA

J.G. Starke, Pengauar Huhtm
Inlernaslonal (I/, Aksara Penada
Indonesia, Jakarta, 1989.

Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar
Huhrm hianasional, Buku I -
Bagran Umum, Bina Cipta,
Bandung, 1987.

Sudikno Mertokusurno, Menginul Huhum
(Suala Pengauar), Liberty,
Yogyakarta, 1988.

Sudargo Gautama, Hubrm Pedau dan
Dagang Inlemadoml, Alumni,
Bandung 1980.

, Peryerdan Teuatq
Nqam Ethrm. Alumni, Bandung,
1983.

. Anefu Mosalah
Hthrm Perdua ltetmsiotul,
Alumni, Bandung, 1985.

Philipus M. Hadjon, Perqanlar Huhrm
Admlnlgru.si Indonata, Gadjah
Mada University Press, Yoryakarta,
1983.

V.M. Illerty Susiloweti249



PERSPEKI'IF' llolune W No.4 Tohun 200 I Edtsi okrober

llottlaL Sc*it.r Pcnclapen
4Act of S,ttc Doctine' OIeh P€jobat N.garo

l/.tt, A'cny Suiloweii


	kover warna Oktober 2001 DB.pdf
	0001 Oktober 2001.pdf
	02 Seto Cahyono OKT 2001.pdf
	030405back oktober 2001.pdf

